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TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN WisATA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BALI

Membaca : Swat permohonan C.V. Pruma Tourist Service berke-
QUKL wi Legin slrcel kol Denpasar  langgm 28
Agustus 1976,

Menimbang: Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk me-
ngusahakan suatu  Usaha Angkutan Wisata  (Tourist
Transportations) sehingga vntuk memberikan  kepastian
hukum bagi vsaharya perlu diberikan Izin Usaha kepada
pemohon,

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974,
2: Undang - undang No, 3 ahun 1965 Lembaran Negara

tahun 1965 No. 25,

Memperhatikan : Hasil rapat Team Perumus Kcebijaksanaan  Pemerintah
Dacrah Propinsi Bahli dalam musalah Angkutan Wisata
(Tourist Transportations) padu tanggal 3 April 1972
yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perckenomian
dan Pembangunan,

MEMUTUSK AN :
Pertama : Memberi lzin Usaha sementara kepada C.V. Prama Tou-
s Service herkedudekan oi Legian Street Kuta Denpu-
sar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tou-
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rist Transportations) depgan nama C.V. Prama Tourist

Service, dengan persyaratan sebagai berikut

I a. Pengusahaan tersebut disclenggarakan  dengan

kendaraan Sedan dan/atan Microbus, dengan Da-
erah Kerja (Operasi) diseluruh Badi serta Jam
KRerja selari penuh faround the clock).

b, Taril Angkutan Wisata (Tourist Transportations)
ditetapkan olch Painerinizh Daerah Tingkat 1 Ba-
li dengan berpedoman pada ketentuan  Instruksi
Presiden No. 10/1970 tentang dacrah Regional
[, IT, dan 111,

= Pamegung lzin harus mesibki tempat parkic/ garass
bagi kendaraaanya vang cukup luas dan lertutup.

3. Pemegung lzin deagan 25 buah armada (Fleeis) atau
lebih harus diperlengkapi dengan work - shop, servi-
ce stations.,

4. Pemegang lzin harus memasang tunda,/Lambang pe-
rusahasanya pada Armada (Flecis) nya ditempat yang
jelas terlihat oleh Umumn.

3. Pemegang bzin bures mempertanggungkan keonglan?
yang munpkin akan diderita oleh pegawni2nya ber-
dasarkan Undang - undang kecelnkaan aLaugny -
hadap kerusukan2 Kendarmannya.

0. Pemegang lzin bertanggung jawab dalam hai terjadi-
nya kecelukaun karena kelalaian teknis terhadap pe-
numpang dengan mengacakan canti mpn Kepaaaiy,

7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi
Lalu Lantas dan Aagkutan Juian Raya seeclah pemi-
gang lzin membawa kendaraannya pada waktu dan
tempat yang ditentukan oleh Pejabut tersebut  dan
setelah ternyvata bahwa syarat ke [ uan surai Kepu-
tusan ini serta syvurat? lain yiung diwajibkan oleh Pe-
jabat terscbut dipenuhi.

Mewajibkan kepada Pemegang lzin Usaha it untuk

l. Membayar Uang Retribusi sebesar  Rp. 7.500,—.

tiap tahun sclambal - fambuinya pada tanggai 1 Juli

tahun yaog berjalor kepada Poneingh Ducrah Ting-
kat 1 Bali u.p. Dinas Pendapatan Dacral Tingkat |

Bali, Jaian Menuh Denpasar.

Mendaftarkan lzin Usahanya pada Kantor  Dinas

Pariwisata Daerah Tingkat | Bali Jalan Kemoning de-

ngan membayar Uang pendaftaran Rp. 5000, —

3. Menggabungkan diri pada salah satu Assosiusi dibi-
dang Usuha Angkutan Wisata (Touris Transporta-
tions),
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4. Membayar pajak2 yang lain menurut peraturan per-
undang - undangan yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan perundang - un-
dangan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Sep-
tember 1976 s/d. 22 September 1977 (selama 1 ta-
hun)dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata ter-
dapat kesaluhan utau kekeliruan akan diadakan pero-
bahan sebagaimana mestinya.
ASLINY A diatas meterai Rp. 25,— (duapuluh lima
rupiah) dibzerikan kepada pemochon untuk
diketahui dan seperlunya.

SALINAN  dari surat Keputusan ini disampaikan kepada
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Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Bapak Meateri Perhubungan di Jakart,

Dirjen Pariwisuta di Jakarta,

Muspida Tingkat 1 Bali di Denpasar. =

Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda Pura Kepalu
Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kdh. Tingkat 1 Bals
di Denpasar,

Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Tingkat 1 Bali di Denpasar.

Para Kepala Dinas/Jawatan tingkmt Propinsi Daerah Tingkat
I Bali.

Para Bupati Kepala Daerah Tingkat 1L di Bali.

DITETAPKAN DI: DENPASAR
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 1976,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | BALIL,
t.id.
(SOEKARMEN ).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat T Bali

Mo, : 116 tanggal : 8 Nopember Tahun 1976
Seri 0 D No. @ 113,

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali.

t.t.d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).

NIP. 0HI023939,



